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ABSTRAK  bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (8) Peraturan Komisi 
Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan 
Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, 
Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 
2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 
Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga 
atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang 
Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan 
Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil 
Wali Kota Tahun 2020, mengamanatkan bahwa setelah tahapan 
pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih dilaksanakan 
tahapan evaluasi dan pelaporan tahapan; bahwa berdasarkan 
pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka Komisi 
Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan akan melaksanakan 
Evaluasi Tahapan Divisi Hukum dan Pengawasan Dalam Pemilihan Bupati 
dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2020. 
 

  Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Minahasa Selatan ini adalah: 

  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 tentang 
Pemilihan Gubernur, Pemilihan Bupati dan Walikota menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan  Kedua Undang-
undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan 
Gubernur, Pemilihan Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, 
Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 5898); Peraturan 
Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi 
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan 
Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi 
Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 21 Tahun 2020 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum 
Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi  
Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763); Peraturan 
Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, 
Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil 



Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali 
Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan 
Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga 
atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang 
Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan 
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil 
Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 615); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia 
Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan 
Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat 
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan 
Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 1236). 

  Dalam Keputusan KPU Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 20/PY.02.2-

Kpt/7105/Kab/II/2021 diatur tentang : 

  Penetapan Narasumber Dan Moderator Rapat Koordinasi Evaluasi 
Tahapan Divisi Hukum Dan Pengawasan Dalam Pemilihan Bupati Dan 
Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2020. 

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Minahasa Selatan ini berlaku 

sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 Februari 2021. 

 

 


